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ABSTRAK

SINERGI INSTANSI PENEGAK HUKUM TERHADAP KASUS ILLEGAL
TRANSHIPMENT DI PERAIRAN NIPA TRANSIT ANCHORAGE AREA
(NTAA) BATAM GUNA MEWUJUDKAN KEAMANAN MARITIM

NABILAH RIZQIA RAMADHANTY

Perairan Nipa sebagai tempat transit kapal internasional untuk kegiatan anchorage
area sebelum bersandar di Pelabuhan Singapura. Pulau Nipa merupakan salah
satu pulau kecil terluar dan kawasan posisi strategis di Indonesia. Secara regional,
berada dalam peta kerjasama kawasan IMS GT (Indonesia Malaysia Singapura
Growth Triangle). Kondisi tersebut membuat perairan rawan dengan kegiatan
ilegal. lllegal transhipment merupakan salah satu kegiatan ilegal yang akhir-akhir
ini sering terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi instansi yang
mempunyai kewenangan di laut untuk menjaga keamanan maritim dari kegiatan
ilegal. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis sinergi instansi penegak hukum,
standar keamanan pelaksanaan pengawasan dan penindakan, serta dukungan
kebijakan pemerintah untuk mengatasi illegal transhipment di perairan NTAA
Batam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber data yang
didapatkan melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa standar keamanan dilaksanakan secara
maksimal namun perlunya jadwal patroli terencana agar mengefisiensikan
anggaran dan perubahan standarisasi, sistem maupun prosedur untuk ditangani
secara efektif. Selanjutnya, dukungan kebijakan oleh pemerintah terdapat
beberapa kendala yang dihadapi yaitu keterbatasan personil, alutsista, anggaran,
bahan bakar, kemauan, pengetahuan, pengalaman dan keseriusan bekerja
personil yang bertanggung jawab. Sinergi dilakukan dengan beberapa cara.
Kesimpulan penelitian adalah standar keamanan pelaksanaan pengawasan dan
penindakan dilaksanakan secara maksimal dengan beberapa catatan, dukungan
kebijakan pemerintah untuk mengatasi illegal transhipment dalam bentuk regulasi
masing-masing instansi tapi kurang terimplementasikan secara menyeluruh dan
sinergi instansi penegak hukum sudah terbilang baik terbukti dengan tidak
ditemukan kasus illegal transhipment, dan perlu ditingkatkan kembali karena
masih terdapat kasus disekitar perairan NTAA yang termasuk perairan Batam.

Kata Kunci: lllegal Transhipment, Instansi Penegak Hukum, Keamanan Maritim,
Kebijakan, Nipa Transit Anchorage Area (NTAA), Sinergi, Standar Keamanan.
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ABSTRACT

SYNERGY OF LAW ENFORCEMENT AGENCIES AGAINST ILLEGAL
TRANSHIPMENT CASES IN THE WATERS OF NIPA TRANSIT
ANCHORAGE AREA (NTAA) BATAM TO REALIZE
MARITIME SECURITY

NABILAH RIZQIA RAMADHANTY

The waters of Nipa as an international ship transit point for anchorage activities
before leaning on the Port of Singapore. Nipa Island is one of the outermost small
islands and strategic position areas in Indonesia. Regionally, it is on the IMS GT
(Indonesia Malaysia Singapore Growth Triangle) regional cooperation map. These
conditions make the waters vulnerable to illegal activities. lllegal transshipment is
one of the illegal activities that have been common in Indonesia lately. Therefore,
it takes synergy of agencies that have authority at sea to maintain maritime security
from illegal activities. The purposes of this research are to analyze the synergy of
law enforcement agencies, security standards for the implementation of
surveillance and enforcement, and government policy support to overcome illegal
transshipment with a focus on illegal trading in NTAA waters, Batam. This research
uses qualitative methods with data sources obtained through interviews,
observation, documentation, and literature studies. The results of this research
show that safety standards are implemented optimally but the need for a planned
patrol schedule in order to streamline budgets and changes in standardization,
systems and procedures to be handled effectively. Furthermore, policy support by
the government there are several obstacles faced, namely personnel limitations,
equipment, budget, fuel, willpower, knowledge, experience and seriousness of
working responsible personnel. Synergy is done in several ways. The conclusion
of the research is that the safety standards of the implementation of supervision
and enforcement are implemented to the maximum with some notes, government
policy support to overcome illegal transshipment in the form of regulations of each
agency but less implemented thoroughly and the synergy of law enforcement
agencies has been fairly well proven by no cases of illegal transshipment, and
needs to be improved again because there are still cases around the waters of
NTAA which includes the waters of Batam.

Keywords: lllegal Transhipment, Law enforcement agency, Maritime Security, Nipa
Transit Anchorage Area (NTAA), Policy, Safety Standards, Synergy.
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